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STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN
Pembentuk Domain Prinsip Satu Data Indonesia

✔ Dasar pemilihan indikator relevan dengan tugas BPS
sebagai Pembina Data dalam Perpres 39 Tahun 2019
tentang SDI

✔ Bisa digunakan sebagai indikator kinerja dan capaian
pelaksanaan SDI untuk seluruh K/L/Pemda

✔ Manfaat dari indikator ini sebagai ukuran pemenuhan dari
Perpres 39 Tahun 2019 tentang SDI

✔ Menjadi ukuran Pembinaan Statistik oleh BPS kepada
K/L/Pemda dalam upaya pemenuhan prinsip SDI

Untuk mendapatkan ukuran capaian kinerja K/L/Pemda (Walidata / Produsen 
Data) dalam pemenuhan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
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*Bobot indktr = bobot indikator pembentuk indeks aspek
*Bobot relatif = bobot indikator relatif terhadap indeks komposit (IPS)



Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
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10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

Deskripsi Indikator:
1. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi 

standar data (Perpres SDI).
2. Jika datanya lintas instansi pusat dan/atau daerah, maka 

SDS ditetapkan oleh BPS melalui regulasi Standar Data 
Statistik Nasional (SDSN) maupun yang pengusulan SDS-
nya sudah diverifikasi melalui indah.bps.go.id (status 
“Diterima”).

3. Jika datanya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, 
maka standar data yang digunakan dapat merujuk pada 
yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat.

4. K/L/Pemda tidak harus mengusulkan SDS, dapat
menggunakan SDSN yang telah ditetapkan BPS



10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS)

Ketentuan Penilaian:
Penilaian dilakukan terhadap penerapan SDS berdasarkan:

• Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan/atau
• Peraturan BPS No.4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
• Peraturan BPS No.10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik

Kriteria Bukti Dukung:
1. Screenshot (SS) SDS:

• Jika SDSN sudah published, screenshot SDSN di Aplikasi INDAH atau Ketetapan BPS tentang SDSN
• Jika SDSN belum published, screenshot pengusulan SDS di INDAH dengan status “Diterima” 
DAN

2. Bukti bahwa variabel yang dikumpulkan atau indikator yang dihasilkan telah merujuk pada SDSN, contoh:
• Panduan pengumpulan data, dimana konten variabel yang dikumpulkan dan/atau indikator yang dihasilkan sesuai dengan SDSN;
• Metadata indikator dan variabel, dimana konsep, definisi, klasifikasi, satuan, dan/atau ukuran sama dengan yang ditetapkan dalam SDSN; 

dan/atau
• Publikasi statistik; dimana kontennya sesuai dengan SDSN



10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS)
Tingkat 1 Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen belum menerapkan SDS; atau

• Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan SDS

Kriteria Bukti Dukung • Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data

Tingkat 2 Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; dan

• Belum ada kebijakan/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur
penerapan SDS antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data

Tingkat 3 Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk 
seluruh Produsen Data

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; dan
• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan
• Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan SDS di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai 
kewenangannya, dll



10101. Penerapan Standar Data Statistik (SDS)
Tingkat 4 Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; 

• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan
• Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; 
• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan SDS yang dilakukan secara periodik; dan 
• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut;

Tingkat 5 Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam 
rangka peningkatan kualitas

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan SDS; 
• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan SDS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; 
• Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan
• Telah dilakukan perbaikan penerapan SDS sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; 
• Dokumentasi penerapan SDS sebelum dilakukan perbaikan; dan
• Dokumentasi penerapan SDS setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan; 



Contoh Bukti Dukung

published pada:
indah.bps.go.id

Published pada: 
Kepka BPS tentang SDSN



Contoh Bukti Dukung
Status: Diterima Walidata Pusat

dapat digunakan sebagai rujukan dalam
penerapan SDS



Contoh Bukti Dukung

Definisi Indikator pada panduan pengumpulan 
data telah merujuk pada SDSN 

Klasifikasi Penyajian Indikator pada suatu 
publikasi statistik telah merujuk pada SDSN 



Contoh Bukti Dukung
Dokumen Kebijakan



Contoh Bukti Dukung
Dokumen Kebijakan



10201. Penerapan Metadata Statistik (MS)

Deskripsi Indikator:
1. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus 

dilengkapi dengan metadata
2. Jika datanya lintas instansi pusat dan/atau daerah, 

informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan 
format yang baku yang ditetapkan oleh BPS 

3. Jika datanya tidak lintas instansi pusat dan/atau daerah, 
maka struktur dan format baku dari metadata dapat 
ditetapkan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat, 
sepanjang mengacu pada struktur dan format baku yang 
ditetapkan oleh BPS

4. Metadata statistik dilaporkan ke BPS melalui aplikasi 
indah.bps.go.id (untuk data yang sifatnya dipublikasikan 
untuk umum) 



10201. Penerapan Metadata Statistik (MS)

Ketentuan Penilaian:
Penilaian dilakukan terhadap penerapan Metadata Statistik berdasarkan:
• Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan/atau

• Peraturan BPS No.5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Kriteria Bukti Dukung:
1. Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah serta datanya dipublikasikan umum: screenshot metadata kegiatan, 

variabel, dan indikator utama di aplikasi INDAH dengan status submit
2. Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah namun tidak dipublikasikan untuk umum: file/screenshot metadata sesuai 

MS-Keg, MS-Var dan MS-Ind sesuai struktur dan format baku yang ditetapkan BPS
3. Untuk data yang sifatnya tidak lintas instansi pusat dan daerah: ketetapan struktur dan format baku metadata dari Menteri/Kepala 

Instansi Pusat terkait DAN screenshot metadata statistik yang sesuai dengan ketetapan tersebut.



10201. Penerapan Metadata Statistik (MS)
Tingkat 1 Penerapan Metadata Statistik belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen belum menerapkan MS; atau

• Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan MS

Kriteria Bukti Dukung • Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data

Tingkat 2 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya 
masing-masing

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan MS; dan
• Belum ada kebijakan/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur  

penerapan MS antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data

Tingkat 3 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh 
Produsen Data

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan MS; dan
• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan
• Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan MS di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai 
kewenangannya, dll



10201. Penerapan Metadata Statistik (MS)
Tingkat 4 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan MS; 

• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; dan
• Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; 
• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan MS yang dilakukan secara periodik; dan 
• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut;

Tingkat 5 Penerapan Metadata Statistik telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama 
Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan MS; 
• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan MS untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda; 
• Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan
• Telah dilakukan perbaikan penerapan MS sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; 
• Dokumentasi penerapan MS sebelum dilakukan perbaikan; dan
• Dokumentasi penerapan MS setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan; 



Contoh Bukti Dukung

Metadata yang telah diinputkan dalam
INDAH dengan status minimal “Submit” 

Informasi MS-Keg, MS-Ind, dan MS 
Var

Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah serta datanya dipublikasikan umum: 
screenshot metadata kegiatan, variabel, dan indikator utama di aplikasi INDAH dengan status submit



Contoh Bukti Dukung
Untuk data yang sifatnya lintas instansi pusat dan daerah namun tidak dipublikasikan untuk umum: file/screenshot metadata sesuai MS-Keg, MS-Ind dan MS-Var



Contoh Bukti Dukung
Dokumen Kebijakan



Contoh Bukti Dukung
Dokumen Kebijakan



Contoh Bukti Dukung
Dokumen Kebijakan

Pastikan isian dari dokumen 
kebijakan relevan/sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku nasional



10301. Penerapan Interoperabilitas Data
Deskripsi Indikator:
1. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk

dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling
berinteraksi.

2. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus
memenuhi kaidah Interoperabilitas Data

3. Data harus konsisten dalam sintak/bentuk,
struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/
artikulasi keterbacaan

4. Data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat 
dibaca sistem elektronik.

5. Menyediakan LID (Layanan Interoperabilitas Data)
6. API yang disediakan terhubung dengan SPLP
7. Memenuhi persyaratan kebijakan, organisasi, dan teknis 

(Permenkominfo No.1 Tahun 2023)

Ketentuan Penilaian:
Penilaian dilakukan terhadap penerapan Interoperabilitas
Data berdasarkan:
• Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 

dan/atau
• Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2023 tentang 

Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan 
SDI

Kriteria Bukti Dukung:
1. Screeshot ketersediaan web service / API / system lainnya; atau 
2. Screenshot pendaftaran pada Katalog Nasional LID; 



10301. Penerapan Interoperabilitas Data
Tingkat 1 Penerapan Interoperabilitas Data belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen belum menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; atau

• Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data

Kriteria Bukti Dukung • Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data

Tingkat 2 Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai 
standarnya masing-masing

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; dan
• Belum ada kebijakan/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur  

penerapan kaidah Interoperabilitas Data antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data

Tingkat 3 Penerapan Interoperabilitas Data antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi 
Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan berdasarkan kaidah yang berlaku untuk seluruh 
Produsen Data

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; dan
• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu 

instansi pusat/pemda

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan
• Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data di satu instansi pusat/pemda; seperti: 

SOP, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi 
pusat/pemda sesuai kewenangannya, dll



10301. Penerapan Interoperabilitas Data
Tingkat 4 Penerapan Interoperabilitas Data antar Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah telah dilakukan 

reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; 

• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu 
instansi pusat/pemda; dan

• Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; 
• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data yang dilakukan 

secara periodik; dan 
• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut;

Tingkat 5 Penerapan Interoperabilitas Data telah dilakukan pemutakhiran oleh Walidata dalam rangka 
peningkatan kualitas

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan kaidah Interoperabilitas Data; 
• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan kaidah Interoperabilitas Data untuk seluruh produsen data di satu 

instansi pusat/pemda; 
• Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan
• Telah dilakukan perbaikan penerapan kaidah Interoperabilitas Data sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; 
• Dokumentasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data sebelum dilakukan perbaikan; dan
• Dokumentasi penerapan kaidah Interoperabilitas Data setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan; 



Contoh Bukti Dukung

https://splp.layanan.go.id



10401. Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk
Deskripsi Indikator:
1. Kode Referensi dan/atau Data Induk dibahas dan

disepakati dalam Forum SDI
2. Yang sudah dibahas dan disepakati mencakup: kode

kependudukan, bridging kode kewilayahan dan kode
Fasyankes

3. Jika kegiatan statistik tidak terkait dengan data
kependudukan, kewilayahan, dan Kesehatan, maka kode
referensi dapat merujuk pada standar Internasional

Ketentuan Penilaian:
Penilaian dilakukan terhadap penerapan Kode Referensi 
dan/atau Data Induk berdasarkan:
• Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia; 

Kriteria Bukti Dukung:
1. Screenshot penggunaan kode referensi pada raw data
2. Screenshot penggunaan kode referensi pada penyajian data



10401. Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk
Tingkat 1 Penerapan Kode Referensi belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen belum menerapkan Kode Referensi; atau

• Baru sebagian produsen data yang telah menerapkan Kode Referensi

Kriteria Bukti Dukung • Tidak terpenuhinya Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data

Tingkat 2 Penerapan Kode Referensi telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya 
masing-masing

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; dan
• Belum ada kebijakan/prosedur baku untuk seluruh produsen data di satu instansi pusat/pemda, sehingga prosedur  

penerapan Kode Referensi antar produsen data dalam satu instansi pusat/pemda berbeda

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung pada seluruh produsen data

Tingkat 3 Penerapan Kode Referensi berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh 
Produsen Data

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; dan
• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi 

pusat/pemda

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 2; dan
• Dokumen kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi di satu instansi pusat/pemda; seperti: SOP, Peraturan 

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Surat Edaran/Keputusan Pimpinan Tinggi di instansi pusat/pemda sesuai 
kewenangannya, dll



Tingkat 4 Penerapan Kode Referensi telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; 

• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi 
pusat/pemda; dan

• Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik.

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 3; 
• Terdapat notulen/laporan/catatan hasil reviu dan evaluasi penerapan Kode Referensi yang dilakukan secara periodik; 

dan 
• Hasil reviu dan evaluasi berisikan konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut;

Tingkat 5 Penerapan Kode Referensi telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan kesepakatan Forum 
Satu Data Indonesia

Kriteria Pemenuhan • Seluruh produsen telah menerapkan Kode Referensi; 
• Telah ada kebijakan/prosedur baku penerapan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di satu instansi 

pusat/pemda; 
• Telah dilakuan reviu dan evaluasi secara berkala/periodik; dan
• Telah dilakukan perbaikan penerapan Kode Referensi sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung • Terpenuhi Kriteria Bukti Dukung Tingkat 4; 
• Dokumentasi penerapan Kode Referensi sebelum dilakukan perbaikan; dan
• Dokumentasi penerapan Kode Referensi setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan; 

10401. Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk



Contoh Bukti Dukung



Terima 
Kasih

www.bps.go.id ips@bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
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